
BAB II 
 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN 
 

  
A. Pengertian Pencurian 

 Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam 

beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasak 362 KUH Pidana 

berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan 

memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan 

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 

900. 

 Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-

unsurnya sebagai berikut : 

1. mengambil barang 

2. Yang diambil harus sesuatu barang 

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu 

dengan melawan hukum (melawan hak).11 

ad. 1.  Perbuatan mengambil 

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil  

barang.  Kata  mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan 

tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat 

lain. 

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, 

11 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya, Politeia, 
Bogor, 2004, hal. 249. 
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seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya 

ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik 

sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.12
 

Berarti berdsarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan 

mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang 

tidak berhak terhadap barang tersebut. 

ad. 2.  Yang diambil harus sesuatu barang 

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan 

kekayan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini 

tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu 

saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya. 

ad. 3.  Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan 

bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain 

kepunyaan orang yang mengambil tersebut. 

ad. 4.  Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang 

itu dengan melawan hukum 

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya timbulnya perbuatan itu 

haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki 

barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan 

melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara 

mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan 

pemiliknya. 

12 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 
2006, hal. 15. 
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 Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu 

hukum pidana amengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata 

berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat 

kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang 

dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan 

mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan 

mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan 

hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut. 

 Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang 

dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang 

yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan 

hukum. 

 Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai 

pencurian tersebut di atas. 

 

B. Jenis-Jenis Pencurian 

 Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan 

tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum 

pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis 

besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana 

pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian 

pemberatan dan pencurian ringan. 

 Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai 
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pencurian diantaranya adalah : 

1. pencurian ternak, 

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya, 

3. Pencurian pada waktu malam. 

4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama. 

5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak. 

6. Pencurian dengan perkosaan. 

7. Pencurian ringan. 

 Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa  mengenai pencurian tersebut 

secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan 

dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis 

maksudkan diatur dalam pasal 362, 362, dan 364, 365. 

 Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana 

mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan 

sebelumnya. 

- Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 

ini berbunyi sebagai berikut : 

- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena : 

1e.  Pencurian hewan 

2e.  Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa 

laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta 

api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan  

3e.  Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang 

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan 
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setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. 

4e.  Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 

5e.  Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat 

kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan 

membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci 

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

 Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita 

jumpai dalam beberapa pasal : 

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut : 

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan 

terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan 

pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya 

sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan 

melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. 

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 

1e.  Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah 

rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di 

jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang 

berjalan. 

2e.  Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 

lebih. 

3e.  Jika ditersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan 

jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci 
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palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

4e.  Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat. 

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika 

karena perbuatan itu ada orang mati. 

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 

sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu 

menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua 

orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang 

diterangkan dalam No. 1 dan 3. 

 Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian 

ini kita kenal adanya aistilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata 

lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan 

bagi kita bagaimnakah yang dimaksudkan dengan pencurian dengan pemberatan 

tersebut ? 

 Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal 

pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 

KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut : 

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu 

semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap 

berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting. 

2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal 

ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-

orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang 

orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat 
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kejahatan adalah orang yang rendha budinya. 

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 

4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk 

dalam hal ini maka dua aorang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai 

pembuat atau turut melakukan. 

5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masukketempat kejahatan atau untuk 

mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah 

dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.13 

 Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan 

dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini 

dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman 

pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan 

gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan. 

 Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa 

dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana. 

 Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum 

pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian 

ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai 

berikut : 

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang 

diterangkan dalam pasal 363, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah 

13 Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 
68. 
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atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga 

barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum 

sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. 

Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian 

ringan,  dimana hal ini diartikan sebagai berikut : 

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250. 

- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih 

dari Rp. 250. 

- Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan 

membongkar, memecah dan sebagainya. 

 Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam 

kUH Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai 

pencurian ini selain hal tersebut di atas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi 

kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam 

Pasal 367 KUH Pidana. 

 

C. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan 

 Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian 

dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang 

dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang 

dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. 

 Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan: 

1.  Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’ di sini adalah 
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binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, 

keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat 

sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani. 

2.  Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa 

laut, letusan gunng api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 

huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang 

dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena 

situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan 

barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan 

kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang 

berbudi rendah. 

3.  Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada 

rumahnya 

4.  Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih 

5.  Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan 

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

 Berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang 

yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana 

penjara paling lama 7 tahun.Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur 

pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang 

memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. 

 Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun 

penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau 

pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta: 
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1.  Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau 

2.  Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan 

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

 Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 

dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 

dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana 

merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam 

lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu 

pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat 

memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada 

kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan 

masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang 

dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya 

istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti 

pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu 

dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam. 

 Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam 

Undang-Undang Darurat  1951 No. 1), peristiwa pidana ( di dalam Konstitusi RIS 

maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana 

sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan 

subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature 

sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara 

hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara 

universal dikenal dengan istilah delik. 
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 Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana 

dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar 

feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah 

strafbaar feit itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. 

Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas 

dan terperinci menerangkan  pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping 

sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal 

perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang 

banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah 

mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya 

perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang 

terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak 

mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya 

berbeda, sepertii misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan 

antara beveiligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, mekipun kesemuanya itu 

menyangkut sanksi hukum pidana. 

 Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang 

menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi 

masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah 

‘ kejahatan “ menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampau 

luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam 

arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti 

perbuatan pidana. 
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 Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan strafbaar 

feit ? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih 

bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul 

di antara para sarjana hukum. 

 Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno 

pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada : 

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok 
pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak 
mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan 
karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui 
kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang 
berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka 
dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan 
demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari 
yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi 
sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar ati perbuatan 
pidana.14 

 
 Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak 

lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar 

feit dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS 

memandang definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 

pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya 

dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar 

feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai 

perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-

undang. 

 Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan dengan 

14 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1978, hal. 51. 
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Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai 

pandangan klasik atau  tradisional,  sedangkan  pompe menganut pandangan baru 

yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih 

mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana. 

 Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, 

Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya 

pemisahan antara de strafbaarheit van het feit dan de strafbaarheid van de dader. 

Dengan kata lain tumbuh    pemikiran    baru tentang pemisahan antara perbuatan 

yang dilarang  dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang 

dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak 

tentang kesehatan. 

 Dari uraian di atas dapatlah dipahami suatu pengertian tentang perbuatan 

pidana dimana pencurian termasuk salah satunya dari perbuatan pidana karena 

dilarang oleh undang-undang serta mengakibatkan kerugian secara material bagi 

pihak yang dicuri bendanya. 

 Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan 

sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan 

dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut : 

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana 

itu sendiri. 

2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur 

dari peristiwa pidana. 

3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis. 

 Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu 

  
UNIVERSITAS MEDAN AREA



peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak 

di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang 

terdapat pada diri si pembuat itu sendiri. 
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